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The lack of knowledge and concern for the survival of turtles and the rampant trade and consumption of turtles,
the steps that can be taken are to use conservation areds ds ecotourism for visitors in the marine conservation
ared of Kota Pariamanwhichis carried out by the UPTD for conservation and supervision of marine and fishery
resources. West Sumatera. This research was conducted using a qualitative description method. Data were
collected through interviews with selected informants using purposive sampling technique, direct observation to
see field conditions, and documentation by collecting documents related to regulations on the use of marine
conservation areas. The theory used in this research is George C Edwards 111 which consists of several variables.
The data obtained is then analyzed. The results showed that the implementation of the regulation of the Minister
of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 47 / PERMEN-KP / 2016 concerning the
use of water conservation areas in Pariaman City. First on the communication variable, that this policy is clear
enough and well-transmitted and consistently implemented. Second, the resource variable for quantity is clearly
lacking but in terms of quality it is good and adequate, for facilities it is adequate but there are some facilities
that need to be updated. The three disposition variables for the appointment of bureaucrats have been effective,
while incentives have been given as a form of motivation. The fourth variable for SOPs and fragmentation has

been able to run well by policy implementers.

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang pemanfaatan kawasan
konservasi perairan di Kota Pariaman. Dalam satu dekade ini,
terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas orang
dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam
(Ulisah, 2017). Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan
eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah
pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada
sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil sehingga pemerintah perlu mengambil peran dalam
mengelola sumber daya tersebut (Saleh, 2015; Tasliman, 2021).

Secara historis, laut memiliki 2 fungsi penting sebagai media
komunikasi dan sebagai sumber daya hidup dan tidak hidup
schingga dengan adanya kedua fungsi tersebut juga menjadi
urgensi dari munculnya hukum di lautan (Indarti & Wardana,
2014; Kunarto, 2019; Voyer et al., 2018). Beriringan dengan hal
tersebut juga disampaikan bahwa potensi kekayaan laut yang
dimiliki oleh negara dapat dijadikan modal dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada suatu negara (Putuhena, 2019).
Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada
eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa
memperhatikan kelestarian sumber daya alam (Mansur & Ashar,
2019). Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses
pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat
dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk
konservasi. melalui UU No 31 Tahun 2004 di revisi kembali dalam
UU No 45 Tahun 2009 sehingga berdasarkan kebijakan tersebut
menjadi landasan hukum dalam memberikan perlindungan
terhadap sumber daya yang berasal dari ekosistem laut (Rafiqi,
2021; Nugroho & Budianto, 2021).
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Sumberdaya pesisir dan laut mendapat perhatian yang lebih
besar dengan berdirinya departemen eksplorasi laut dan
perikanan tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi
departemen kelautan dan perikanan yang terakhir menjadi
kementerian kelautan dan perikanan. Di bawah direktorat
konservasi dan jenis ikan, berkembanglah kawasan konservasi
perairan  serta mendorong daerah untuk mengembangkan
kawasan konservasi lautnya (Hamzah et al., 2021) .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dimana pada bab V telah diatur bahwa
kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang
berciri kepulauan adalah mengelola sumberdaya alam laut yang
ada di wilayahnya, meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi,
dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi,
pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta
dalam memelihara keamanan di laut dan juga ikut
mempertahankan kedaulatan negara (Huda & Sari, 2017;
Trinanda, 2017). Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut,
kewenangan pengelolaan kawasan konservasi daerah yang
terletak di kabupaten/kota telah diserahkan pemerintah daerah
kepada pemerintah provinsi, sechubungan dengan hal tersebut
kawasan konservasi perairan Sumatera Barat telah dicadangkan
Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 5236-170 tahun 2017. Melalui Surat Keputusan Gubernur
Provinsi Sumatera Barat Nomor: 109 tahun 2017 tanggal 29
Desember 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (UPTD KPSDKP). UPTD KPSDKP menjalankan
fungsinya dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis
operasional konservasi dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan
teknis dan administrasi operasional konservasi dan pengawasan,
pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan konservasi
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dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah
(KKPD), pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, serta
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 kawasan
konservasi perairan daerah yang telah ditetapkan melalui
keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 523.6-150-2017 tanggal
7 Februari 2017 tentang pencadangan kawasan konservasi
perairan daerah Sumatera Barat. Dalam rangka pembentukan
kawasan konservasi perairan laut serta mengacu pada Undang-
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, karena Indonesia memiliki wilayah
pesisir cukup luas sehingga peran pemerintah adalah melakukan
pengelolaan yang terintegrasi yang dapat diimplementasikan
dengan membuat kawasan konservasi penyu di sekitar daerah
pesisir.

Tabel 1. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sumatera Barat

No Eif;;l Nama Kawasan buas é&;\;vasan
1 Pesisir Kawasan konservasi 174.899,3
Selatan perairan daerah
2 Padang Kawasan konservasi 2.274,96
perairan daerah
3 Padang Kawasan konservasi 684
Pariaman perairan daerah
4 Kota Kawasan konservasi 11.525,89
Pariaman perairan daerah
5 Agam Kawasan konservasi 12.000
perairan daerah
6  Pasaman Kawasan konservasi 6.795,8
Barat perairan daerah
Total Luas Kawasan 208.179,95

Sumber: Dokumen UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir
Selatan merupakan kawasan konservasi terluas dengan total
174.899,3 Ha. Namun berdasarkan data yang ditemui, hanya
kawasan Kota Pariaman yang memiliki pengunjung terbanyak
dalam hal ekowisata kawasan konservasi.

Tabel. 2 Pengunjung Penangkaran Penyu

KKPD
KKPD / bulan KKPD KKPD Padang
Pariaman Padang .
Pariaman
Jan 3819 300 0
Feb 2507 200 0
Mar 1498 25 0
Apr 0 0 0
Mei 0 0 0
Jun 564 95 116

Jul 924 81 0
Agus 1305 100 0
Sept 0 0 0
Okt 0 0 0
Nov 173 0 5
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Des 511 100 0
umlah 11301 901 121
J

Sumber: Dokumen UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat tahun 2020

Pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman menjadi salah
satu kota yang memiliki daya tarik wisata laut yang banyak
dikunjungi oleh masyarakat sebagai kawasan konservasi.
Konservasi perairan daerah Kota Pariaman merupakan destinasi
wisata yang menerapkan konsep ekowisata. Ekowisata adalah
satu  kegiatan yang berwawasan lingkungan dengan
mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan
sosial budaya ckonomi masyarakat lokal serta aspek
pembelajaran dan pendidikan.

Pemerintah Kota Pariaman mengelola ekowisata laut yang
dimilikinya menjadi kawasan ekowisata penangkaran penyu di
Kota Pariaman, ini merupakan sebuah tempat yang dapat
menaungi kegiatan konservasi penyu serta kegiatan pendidikan
dan menjadi kawasan konservasi dan pembenahan ekosistem
laut, khususnya di Kota Pariaman (Fitriana, 2022). ada tiga fungsi
utama yang ditekankan pada ekowisata ini yaitu fungsi
pendidikan, wisata, dan konservasi. (1) Fungsi pendidikan
bertujuan memberikan informasi kepada wisatawan yang datang
mengenai pentingnya menjaga kelangsungan hidup penyu dan
cara menjaga serta melestarikan habitat hidup penyu, selain itu
juga mewadahi untuk kegiatan penelitian terkait dengan penyu,
(2) Fungsi wisata diharapkan dapat menarik minat wisatawan
untuk menikmati kawasan konservasi dan menikmati suasana
alam di kawasan konservasi; (3) Fungsi konservasi adalah fungsi
yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dapat menjaga
kelangsungan hidup dan mengembangbiakkan penyu demi
meningkatkan jumlah populasi penyu (Alfinda, 2017; Prihanta et
al., 2017).

Penyu yang melakukan peneluran di kawasan perairan Kota
Pariaman diantaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang,
penyu tempayan, dan penyu belimbing. Penyu tersebut
meletakkan telur mulai dari daerah pantai hingga ke arah darat.
Distribusi lokasi telur tersebut belum banyak dikaji terutama
pada lokasi dimana telur-telur penyu tersebut yang lebih dahulu
menetas. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah
untuk melindungi hewan langka ini.

Destinasi ini sebenarnya sangat menarik untuk dikunjungi
bagi keluarga karena memiliki edukasi atau pembelajaran yang
cocok untuk dikunjungi ketika berada di Kota Pariaman.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan langsung ke lokasi
penangkaran penyu, pada tanggal 1 Januari 2017 melalui UU No
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penangkaran penyu
di Kota Pariaman diambil alih langsung oleh pemerintah Provinsi,
hal ini terjadi karena wisata tersebut mengalami penurunan baik
dari segi wisatawan maupun tempat lokasi penangkaran penyu
yang tidak terurus, dan lokasi wisata sendiri tidak memiliki tiket
masuk, lalu daerah parkir yang tidak dikelola lagi hingga
rusaknya portal masuk ke kawasan objek wisata konservasi.
Pengambilan alih ini diharapkan agar ekowisata ini dapat
berdayaguna dan mencapai tujuan pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia No 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan
Kawasan Konservasi Perairan bagian kelima pasal 10 disebutkan
bahwa kegiatan penelitian dan pendidikan dapat dilakukan pada
zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan
Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman,
pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi, dan ini
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hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan atau lembaga
penyelenggara pendidikan (Permen KKP,2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi
perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola
dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan
sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Di
dalam zona pemanfaatan bagian dari kawasan konservasi
perairan yang letak dan potensi alamnya diutamakan untuk
kepentingan kegiatan pendidikan dan penelitian (Febriani &
Hafsar, 2020). KKPD Pariaman dapat dijadikan sebagai tempat
kegiatan pariwisata alam perairan, kegiatan penelitian, dan
pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung
yang datang ke lokasi KKPD Pariaman ini yang melakukan
rekreasi wisata dan dengan sarana dan prasarana yang ada di
lokasi KKPD Pariaman ini. Fasilitas yang ada di KKPD Pariaman
untuk pelaksanaan edukasi penyu di aula sudah memadai yang
didukung dengan komputer dan infokus. Pengunjung pun akan
diberikan edukasi tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian
penyu, kegiatan ini dilakukan langsung oleh staff KPPD Pariaman
yang bertempat di aula dipergunakan sebagai tempat pemberian
materi, di sana pengunjung yang datang diberikan pengetahuan
tentang siklus kehidupan penyu. Ini dapat berdampak positif
bagi masyarakat lokal karena banyak yang berwisata ke sana.

Pemerintah setempat juga menerapkan wisata berbasis ilmu
teknologi agar wisatawan dapat belajar di dalam kawasan
tersebut dan akan dilakukan pembaruan aktivitas di dalam
bangunan yaitu berupa event-event seperti pelepasan penyu, di
mana wisatawan yang datang dapat mengikuti event tersebut
dengan melakukan pendaftaran dan membayar biaya yang telah
ditentukan. Staff yang bekerja di lapangan, berwenang untuk
mengawasi kegiatan pengunjung di kawasan konservasi. Staff
yang bekerja harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
aturan yang telah dibuat oleh KKPD Pariaman. KKPD Pariaman
memberikan edukasi kepada tamu kunjungan dengan tujuan
pentingnya menjaga serta melestarikan hewan langka dan
dilindungi agar masyarakat paham serta ikut berpartisipasi
dalam pelestariannya. KKPD Pariaman juga akan meningkatkan
sosialisasi UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang penyu dan
derivanya (telur, cangkang, daging) dijual dan diperdagangkan
secara bebas.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan
teknik analisis data yang digunakan dengan cara menyusun data
yang didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan
observasi, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui
kenyataan yang ditemukan di lapangan secara utuh (Creswell,
2019). Metode kualitatif merupakan
dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek peneliti secara holistik dan dengan cara
deskriptif dalam bentuk kata-kata dalam bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah dengan pemanfaatan metode
alamiah (Sugiyono, 2016)

penelitian  yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat pelaksanaan peraturan pemanfaatan kawasan
konservasi perairan di Kota Pariaman. Menurut Edward III
(1980), ada empat variabel yang menentukan berhasil atau
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tidaknya implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi,
dan struktur birokrasi. Dengan variabel tersebut peneliti ingin
melihat  bagaimana pelaksanaan pemanfaatan kawasan
konservasi perairan di Kota Pariaman dengan menghubungkan

variabel dan indikator implementasi menurut George Edward I1I.

COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

Untuk melihat bagaimana komunikasi Implementasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan
Konservasi Perairan di Kota Pariaman berdasarkan teori
implementasi menurut Edwards III, dapat dilihat melalui tiga
indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Edward I11,
1980). Ketiga indikator ini akan dipaparkan sebagai berikut:

Transmission (Transmisi)

Transmisi kebijakan dimaknai sebagai penyampaian
informasi kebijakan kepada implementor yang tepat, sebelum
implementor dapat mengimplementasikan sebuah keputusan,
mereka harus menyadari bahwa keputusan tersebut telah dibuat
dan perintah pelaksanaan telah dikeluarkan (Edward I1I, 1980;
Osheroff et al., 2012).

Upaya transmisi kebijakan kepada UPTD beserta jajarannya
selaku implementor peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan ini sudah
dilaksanakan dengan baik. Berbagai bentuk implementasi dari
kebijakan tersebut seperti adanya pelaksanaan pendidikan dan
penelitian yang dapat dipelajari tentang konservasi penyu di
wilayah UPTD konservasi dan pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Beliau juga
menambahkan bahwa UPTD KPSDKP juga membuka
kesempatan bagi mahasiswa yang ingin menjadikan UPTD
KPSDKP Sumatera Barat sebagai tempat magang dan penelitian
bagi mahasiswa.

Dapat diindikasikan bahwa dalam implementasi peraturan
tentang pemanfaatan kawasan konservasi ini tidak ada
pertentangan pendapat dalam melaksanakan peraturan ini.
Implementor masih mempedomani persyaratan kebijakan dan
melaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat yang
disesuaikan dengan kebijakan di UPTD. Schingga dapat
dikatakan bahwa transmisi kebijakan tentang pemanfaatan
kawasan konservasi perairan di UPTD KPSDKP Sumatera Barat
yang berada di wilayah administratif Kota Pariaman ini tidak ada

hambatan  dalam  mentransmisikan  kebijakan  kepada
implementor.
Clarity (Kejelasan)

Indikator kejelasan ini menuntut agar kebijakan

ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain
berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap
kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka
mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan (Edward I1I, 1980;
Power, 2005).

Terlihat bahwa masing-masing memiliki persamaan
pendapat mengenai tujuan peraturan menteri kelautan dan
perikanan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini,
kemudian untuk petunjuk pelaksanaan teknis di KKPD Pariaman
pun sudah jelas termuat dalam peraturan menteri kelautan dan
perikanan Republik Indonesia nomor 47 /PERMEN-KP/2016
tentang pemanfaatan kawasan konservasi. Peraturan ini telah
diatur sedemikian rupa schingga pelaksana tidak lagi
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kebingungan dengan apa yang harus dilakukan dan bagaimana
cara melakukannya.

Consistency (Konsistensi)

Konsistensi yang dimaksud dalam penelitian adalah
konsistensi implementor menjalankan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman
sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan
konservasi perairan. Dalam hal ini kebijakan tersebut tidak
mengalami perubahan, sehinga implementor lebih mudah
melaksanakan tugasnya dengan baik (Edward III, 1980; Van
Meter & Van Horn, 1975).

Peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan
ini tetap konsisten dalam pelaksanaannya karena sudah termuat
di peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi. Untuk
menjalankannya di UPTD, tidak ada implementor yang
bertentangan dalam melaksanakannya. Terkait konsistensi
dalam pelaksanaan peraturan baik dari segi isi, tujuan, bentuk
pelaksanaan serta tidak adanya arahan yang menyimpang dari
ketentuan aturan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksana
kebijakan tidak mendapatkan intervensi untuk melanggar dalam
melaksanakan peraturan. Konsistensi pelaksanaan peraturan
dibantu dengan adanya kejelasan dari peraturan sehingga
pelaksana mengetahui apa yang akan dilakukan dalam
menjalankan tugasnya tersebut.

RESOURCES (SUMBERDAYA)

Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam
melaksanakan kebijakan. Variabel sumberdaya ini terdiri dari
beberapa indikator, yaitu: staff, informasi, wewenang, dan
fasilitas (Edward III, 1980; Supriyadi et al, 2022). Untuk
mengetahui  bagaimana sumberdaya  yang
dibutuhkan dalam implementasi pemanfaatan kawasan
konservasi perairan lebih lanjut pada indikator berikut:

ketersediaan

Staff (Staf)

Terkait dengan pelaksana dari kebijakan kawasan konservasi
penyu di Kota Pariaman, terdapat 19 pegawai UPTD Konservasi
dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Sumatera
Barat serta 15 anggota yang berasal dari tenaga kontrak. dengan
adanya kuantitas yang jelas yang dimiliki oleh pemerintah
terkait, tentu para pemangku kepentingan juga harus
memperhatikan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh
para staf yang telah tersedia. Hal ini sejalan dengan pernyataan
yang disampaikan oleh peneliti terdahulu yang menyatakan
bahwa para pelaksana harus memiliki personil yang mempunyai
keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan,
kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat
menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau
pembaruan (Winarno, 2012)

Jika dirujuk melalui peraturan menteri kelautan dan
perikanan Republik Indonesia nomor 47 /PERMEN-KP/2016
tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan dapat
dikatakan bahwa staf sudah mampu memperlihatkan
kemampuan sesuai dengan peraturan tersebut, meskipun tidak
ada aturan baku dalam menentukan seberapa bagus kualitas
pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dibuktikan
melalui adanya kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan
terkait konservasi penyu yang diberikan kepada staff di lingkup
UPTD serta pengalaman bertahun-tahun sebelumnya tentang
konservasi penyu di sekitar pesisir pantai Kota Pariaman. Hal
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penting yang harus diingat adalah kehadiran staf dalam
pelaksanaan kebijakan, untuk jumlahnya tidak selalu mempunyai
efek positif bagi implementasi kebijakan.

Information (Informasi)

Dalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016
tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota
Pariaman, informasi merupakan sumberdaya yang penting.
Informasi berhubungan dengan bagaimana melaksanakan
kebijakan, apakah implementor perlu mengetahui apa yang
dilaksanakan mendapatkan arahan untuk bertindak. Berikut
wawancara peneliti dengan Kepala UPTD terkait informasi
tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan

Informasi  yang  dibutuhkan  implementor
melaksanakan peraturan sudah jelas karena peraturan menteri
tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan ini sudah jelas
dan dapat diindikasikan bahwa pelaksana kebijakan mengetahui
seluruh kebijakan (Kusumawati & Huang, 2015). Informasi yang
dibutuhkan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan konservasi
telah tersedia di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016
khususnya dilaksanakan di wilayah pantai Kota Pariaman
sehingga dapat membantu berjalan sesuai dengan prosedur yang
ada. Jadi dapat diindikasikan bahwa implementor sudah
melaksanakan peraturan ini dengan pemahaman serta kepatuhan
pelaksana kebijakan terhadap aturan yang berdampak pada
terpenuhinya tanggung jawab sehingga peraturan dapat
terlaksana secara efektif.

untuk

Authority (Wewenang)

Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang
terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu
kebijakan dengan tepat (Tumbel, 2020). Dalam penelitian ini
yang dimaksud kewenangan itu adalah kewenangan UPTD
dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemanfaatan
kawasan konservasi perairan di Kota Pariaman.

Terdapat batasan tertentu dalam menjalankan peraturan
tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pada
pelaksanaannya masing-masing implementor menjalankan tugas
dan fungsi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh UPTD.
Dalam mengimplementasikan peraturan tentang pemanfaatan
kawasan konservasi penyu ini tidak ada yang mengeluhkan
kewenangannya terbatasi sehingga tidak menghambat dalam
mengimplementasikan ~ Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 /PERMEN-KP/ 2016.
Staf di UPTD dalam menjalankan peraturan sesuai dengan
administrasi di lingkup UPTD.

Fasilities (Fasilitas)

Dalam penelitian mengenai implementasi peraturan
pemanfaatan kawasan konservasi perairan oleh UPTD ini,
fasilitas yang dimaksud adalah semua fasilitas yang berguna
dalam mengimplementasikan kebijakan ini seperti gedung, ruang
kerja, komputer untuk mempermudah rekap laporan, dan
fasilitas lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan.
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Tabel 3. Fasilitas fisik di UPTD Konservasi dan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat

Tabel 4. Realisasi Keuangan Kegiatan UPTD Konservasi dan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumatra Barat

No  Nama Gedung Luas Gedung (m2)
1 Kantor 120
2 Aula 164
3 Pos jaga 24
4 Labor 80
5 Karantina 26
6 Galeri 27
7 Gudang pakan 16
8 Toilet umum 24
9 Tower 10

10 Hatchery 1 152
1 Ruang pompa 16

12 Tugu penyu 11

13 Gazebo 5

14 Hatchery 2 56

15 Kolam tukik 122

16 Kolam ikan laut 442

17 Bak inkubasi telur 100

18 Taman bunga 45

19 Lingkaran taman 20

Sumber: Dokumen UPTD konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan
dan perikanan Sumatera Barat 2020

Secara umum permasalahan terkait fasilitas tidak
mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. fasilitas fisik yang
dibutuhkan untuk mengimplemtasikan peraturan tentang
pemanfaatan kawasan konservasi perairan sudah tersedia dan
mencukupi. Secara umum permasalahan terkait fasilitas tidak
mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. fasilitas fisik yang
dibutuhkan untuk mengimplemtasikan peraturan tentang
pemanfaatan kawasan konservasi perairan sudah tersedia dan
mencukupi. Pelaksanaan edukasi di gedung masih layak dan
dapat menampung kegiatan untuk pemberian materi edukasi di
aula dan tempat penangkaran penyu baik itu tempat inkubasi
atau tempat pelepasan tukik sudah memadai, tetapi masih ada
beberapa fasilitas lain yang perlu untuk diperbaharui dan
direnovasi. Untuk fasilitas fisik di area UPTD adalah kepemilikan
dari UPTD sehingga dapat membantu peraturan dapat terlaksana
dengan baik. Untuk pelaksanaan peraturan konservasi perairan
tidak hanya dengan memanfaatkan aula saja, akan tetapi perlu
juga didukung dengan beberapa fasilitas yang lain. Fasilitas
tersebut perlu direnovasi agar timbul rasa nyaman bagi
pengunjung saat datang ke tempat konservasi penyu.

Budget (Anggaran)

Sumber daya financial menjamin keberlangsungan program
atau kebijakan, tanpa ada dukungan financial yang memadai,
program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai
tujuan (Indiahono, 2017), segala bentuk kebijakan publik sudah
tentu dukungan keuangannya bersumber dari pemerintah.
Semakin banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah,
menunjukkan  adanya pemerintah  dalam
mengimplementasikan kebijakan.

keseriusan
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No Uraian Anggaran Realisasi
(Rp) (Rp)
1 Penyediaan  komponen 1.225.500 1.001.500
instalasi  listrik  atau
penerangan  bangunan
kantor
2 Pengadaan peralatan dan 9.801.000 9.801.000
perlengkapan kantor
3 Pemeliharaan rutin atau 4.539.950 4.520.000
berkala instalasi dan
jaringan
4 Pengelolaan kawasan 1.076.516.000 1.069.086.301
konservasi perairan
daerah
Jumlah 1.092.083.450  1.084.408.801

Sumber: laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah
UPTD KPSDKP tahun 2020

Pada tabel 4 dapat terlihat bahwa dana yang digunakan
tidaklah kecil. Proses keberhasilan pelaksanaan peraturan
pemanfaatan kawasan konservasi perairan sangat ditentukan
oleh banyaknya dana yang dimiliki oleh UPTD. Mengingat
sumber pendanaan pengelolaan UPTD ini berasal dari dana
alokasi khusus. Secara umum informasi yang peneliti dapatkan
dari informan dapat diketahui adanya kecukupan anggaran
untuk melaksanakan kegiatan konservasi. Kecukupan anggaran
tentu akan berdampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan
baik dalam pengadaan barang dan perawatan yang dilakukan
secara berkala.

DISPOSITIONS (DISPOSISI)

Menunjuk pada karakteristik yang erat kepada implementor
kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor
adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Komitmen dan
kejujuran membawa semakin antusias dalam melaksanakan
kebijakan secara konsisten (Purwanto et al., 2018). Hal ini juga
didukung dengan penempatan pegawai yang sesuai pendidikan
atau memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu
kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan kawasan
konservasi perairaran ini disposisi yang dimaksudkan adalah: (1)
pengangkatan birokrat, untuk pengangkatan pegawai yang ada
di UPTD ini masih memakai pegawai lama, sejak UPTD
pemerintahan Kota Pariaman hadir sampai dikelola oleh
pemerintahan provinsi Sumatera Barat, pegawai lama ditetapkan
sebagai pegawai kontrak oleh UPTD dan diusahakan agar tidak
diganti karena pegawai dari pemerintahan dari kota sebelumnya
sudah memiliki keahlian untuk konservasi penyu ataupun untuk
ekowisata dan paham siklus hidup penyu; (2) tersedianya
insentif, dalam hal ini UPTD telah memberikan insentif kepada
staf atau pelaksana kebijakan yang telah bekerja memberikan
edukasi kepada pengunjung, tetapi sebagai gantinya pelaksana
kebijakan harus mengganti jam operasional kerja dalam bentuk
lembur untuk membuat laporan kegiatan konservasi. Pegawai
bisa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ekowisata
ataupun upaya pendidikan tentang kehidupan penyu di lingkup
UPTD. dengan insentif yang diberikan akan menjadi pendorong
bagi staff untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.
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Staffing the Bureaucracy (Pengangkatan Birokrat)

Pengangkatan birokrat sangat penting dalam disposisi
kebijakan karena pengangkatan birokrat yang tidak sesuai
dengan kebutuhan tentu akan menghambat proses implementasi
kebijakan Pengangkatan pegawai di UPTD masih didominasi
pegawai lama, yaitu pegawai pada saat UPTD berada di
pemerintahan Kota Pariaman yang saat ini ditetapkan sebagai
pegawai kontrak dan diusahakan untuk tidak diganti. Tujuan
dipertahankannya pegawai dari pemerintah kota ini karena
memang orang-orang yang sudah memiliki kualitas di bidang
konservasi, jika ada penambahan pegawai maka harus melalui
proses seleksi calon pegawai negeri sipil serta diterima
berdasarkan keahlian dan kemampuan dengan kriteria yang jelas
sehingga mampu mencegah penyelewengan ketika menjalankan
peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
Hal dibutuhkan oleh UPTD agar pada waktu penempatan dapat
bekerja dengan hasil terbaik.

Incentive (Insentif)

Insentif merupakan salah satu indikator yang dapat
menentukan kelancaran implementasi kebijakan karena untuk
mengimplementasikan  kebijakan perlu didorong dengan
pemberian insentif. Insentif merupakan salah satu indikator yang
dapat menentukan kelancaran implementasi kebijakan (Saptana
et al, 2021). Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana

pemberian  insentif  terhadap  pelaksanaan  kebijakan
mempengaruhi dari peraturan pemanfaatan kawasan konservasi
perairan

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan Sumatra Barat telah memberikan insentif kepada
staf atau pelaksana kebijakan yang telah bekerja memberikan
edukasi kepada pengunjung sebagai gantinya pelaksana
kebijakan harus mengganti jam operasional kerja dalam bentuk
lembur untuk membuat laporan kegiatan konservasi. Pegawai
bisa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ekowisata
ataupun upaya pendidikan tentang kehidupan penyu di lingkup
UPTD. Melalui insentif yang diberikan akan menjadi pendorong
bagi staff untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Hal ini
dilakukan agar mampu mencapai tujuan untuk menjalankan
peraturan pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Insentif
yang diberikan dalam pelaksanaan peraturan pemanfaatan
kawasan konservasi perairan tentu akan mempengaruhi
keseriusan dan menambah semangat dalam melaksanakan
peraturan tersebut.

BUREAUCRATIC STRUCTURE (STRUKTUR BIROKRASI)
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering
bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan (Turner
et al.,, 2022). Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih
bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam
memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern
(Indiahono, 2017). Aspek struktur birokrasi ini melingkupi 2 hal
yaitu SOP dan fragmentasi. Dalam pelaksanaan SOP oleh UPTD
peneliti menyimpulkan bahwa adanya SOP sangat membantu
pelaksana peraturan tentang pemanfaatan kawasan konservasi
karena adanya petunjuk yang jelas. Pelaksanaan SOP yang jelas
akan mendukung kinerja UPTD menjadi maksimal. Adanya SOP
dalam pelaksanaan kebijakan ini yang diberikan kepada setiap
staff tentu akan mampu melancarkan pelaksanaan kebijakan
tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Karena SOP
ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama maka setiap staff
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yang menjalankan tidak ada pertentangan dalam melaksanakan
peraturan pemanfaatan kawasan konservasi penyu.

Standard Operating Procedures (SOP/Standar Operasional Prosedur)

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena
adanya ketidak efisien struktur birokrasi, dengan adanya SOP,
para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain
itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat
dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada
gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas luas (Umar et al.,
2019). Dalam implementasi peraturan pemanfaatan kawasan
konservasi perairan, yang dimaksud dengan SOP adalah
dokumen yang menjadi acuan bagi setiap implementor dalam
mengimplementasikan peraturan tentang pemanfaatan kawasan
konservasi perairan.

Dalam pelaksanaan SOP oleh UPTD, peneliti menyimpulkan
bahwa adanya SOP sangat membantu pelaksana peraturan
tentang pemanfaatan kawasan konservasi karena adanya
petunjuk yang jelas. Pelaksanaan SOP yang jelas akan
mendukung kinerja UPTD menjadi maksimal. Adanya SOP dalam
pelaksanaan kebijakan ini yang diberikan kepada setiap staff
tentu akan mampu melancarkan pelaksanaan kebijakan tentang
pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Karena SOP ini
dibuat berdasarkan kesepakatan bersama maka setiap staff yang
menjalankan tidak ada pertentangan dalam pelaksanaan dalam
melaksanakan peraturan pemanfaatan kawasan konservasi

penyu.

Fragmentation (Fragmentasi)

Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar
di antara beberapa organisasi, seringkali terjadi desentralisasi
kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai
tujuan kebijakan (Indiahono, 2017). Tanggung jawab bagi suatu
bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi,
seringkali terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan
secara radikal guna mencapai tujuan kebijakan (Aldridge et al.,
2016). Mengenai fragmentasi dapat disimpulkan walaupun
jumlah staff dalam organisasi tidak terlalu banyak, ada sedikit
hambatan dalam berkoordinasi, disebabkan keterbatasan
sumberdaya manusia dan wilayah kerja yang luas walaupun
setiap personel sudah melakukan tugas dan fungsinya masing-
masing. Tetapi untuk berkoordinasi masih belum efektif, karena
dapat mengganggu kinerja di wilayah yang jauh untuk dijangkau.
Meskipun begitu, setiap pegawai telah bergerak satu-kesatuan
karena ada keterkaitan pekerjaan dalam mencapai pelaksanaan
peraturan pemanfaatan kawasan konservasi sebagai tempat
pendidikan dan ekowisata. Dapat diindikasikan sudah bergerak
dalam satu-kesatuan dan sudah berkoordinasi satu sama lain agar
tercapainya tujuan dalam melaksanakan peraturan pemanfaatan
kawasan konservasi perairan, terutama di KKPD Kota Pariaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti, Implementasi Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47
/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Perairan di Kota Pariaman. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa, (1) pada variabel
komunikasi, kebijakan ini sudah cukup jelas dan ditransmisikan
dengan baik serta dilaksanakan dengan konsisten. (2) yaitu
variabel sumberdaya untuk kuantitas jelas sangat kurang, tetapi
secara kualitas sudah baik dan memadai. Untuk fasilitas sudah
memadai, tetapi ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaharui.
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(3) variabel disposisi untuk pengangkatan birokrat sudah
berjalan efektif sedangkan insentif telah diberikan sebagai
bentuk motivasi. (4) Pada variabel ini, untuk SOP dan
fragmentasi telah dapat dijalankan secara baik oleh pelaksana
kebijakan.
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